ISSN 3064-5190

Kajian Biaya-Manfaat
Implementasi Precision Farming
Demfarm: Studi Multi-Provinsi di

Indonesia

Ahmad Nizar Fatur Rohman, Titim Rahmawati, dan Hannura Hosea

Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian

JI. Raya Ragunan No.29, RT.8/RW.6, Jati Padang, Ps. Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12540

Email: nizarfatur4 @gmail.com

ABSTRAK

Studi ini menganalisis kebijakan precision farming (pertanian presisi), atau inisiatif demfarm, di Indonesia berdasarkan
pendekatan analisis biaya-manfaat. Implementasi program menjangkau 31 provinsi sepanjang 2025-2026, dengan
datalapangan dari 332 kelompok tani (poktan) yang mengelola 1.524,88 hektare lahan dengan karakteristik agroekologi
beragam. Penelitian ini mengevaluasi efisiensi ekonomi, rasio input-output, serta implikasi kesejahteraan bagi petani
padi skala kecil. Intervensi agronomik yang dikaji meliputi aplikasi herbisida, pengolahan tanah, pengapuran dolomit,
pupuk organik, pupuk anorganik, dan pupuk silika. Tekanan hama utama yang teridentifikasi di seluruh lokasi penelitian
mencakup tikus sawah, penggerek batang, wereng batang coklat, dan keong mas. Dengan kerangka Analisis
Biaya-Manfaat Sosial (SCBA) yang mengintegrasikan Nilai Sekarang Bersih (NPV), Rasio Manfaat-Biaya (BCR), dan
Tingkat Pengembalian Internal (IRR), menunjukkan investasi pada sistem input presisi dan infrastruktur adaptif iklim
menghasilkan eksternalitas positif signifikan terhadap ketahanan pangan dan pendapatan perdesaan. Keterbatasan
datahasilpanendan cakupan SCOyangrendah (+15%lokasi) menghambat potensimanfaatsecaramenyeluruh. Tulisan
ini merekomendasikan perluasan teknologi pertanian adaptif iklim, penguatan tata kelola data, dan integrasi biaya-
manfaat. Implementasi yang optimal berpotensi menghasilkan BCR 2,3-3,1, sebagai pilar kedaulatan pangan nasional.

PENDAHULUAN

Ketahanan pangan menjadi
tantangan pembangunan paling
mendesak yang dihadapi

Indonesia, negara dengan jumlah
penduduk terbesar keempat
dunia  sekaligus salah  satu
konsumen beras terbesar global.
Beras (Oryza sativa L.) menjadi
sumber kalori utama bagi lebih
dari 270 juta penduduk Indonesia
sehingga swasembada beras
nasional telah ditetapkan sebagai
tujuan kebijakan yang eksplisit
dalam agenda Asta Cita Presiden
Prabowo Subianto (Bappenas,
2024). Meskipun selama beberapa
dekade, investasi di bidang irigasi,
subsidi  pupuk, dan pemuliaan
varietas unggul sudah dilakukan,

Volume 3 Nomor 1, 2026

namun produktivitas padi Indonesia
mengalami stagnasi pada kisaran
5,1 ton per hektare, jauh di bawah
potensi hasil yang dapat dicapai
sebesar 7-9 ton per hektare dalam
kondisi percobaan  terkendali
(Nisak et al., 2025). Kesenjangan
produktivitas ini  mencerminkan
kerugian ekonomi yang substansial
bagi sistem pangan nasional
sekaligus kehilangan kesejahteraan
bagi penduduk petani perdesaan
yang diperkirakan mencapai 29 juta
rumah tangga (Jung et al., 2024).
Kerugian ekonomi substansial
pada petani perdesaan dihadapkan
dengan berbagai situasi, mulai dari
perubahaniklimhinggapencemaran
pada sumber air pertanian yang
mengganggu kesehatan dan
produktivitas  pertanian  (volume

[0SS). Merespons tantangan-
tantangan tersebut, Kementerian
Pertanian Rl meluncurkan program
Pertanian Modern Berbasis
Presisi. Model ini mencerminkan
pergeseran dari subsidi seragam
dan menyeluruh menuju dukungan
pertanian yang ditargetkan secara
spasial dan berbasis data, selaras
dengan praktik terbaik global
dalam Pembuatan Kebijakan
Berbasis Bukti (Evidence-Based
Policy Making/EBPM) sebagaimana
diadvokasikan oleh OECD dan
Organisasi Pangan dan Pertanian
(Food and Agriculture Organization/

FAO).
Landasan teoretis pertanian
presisi bertumpu pada konsep

efisiensi alokatif dalam penggunaan
input  pertanian, sebagaimana
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dirumuskan dalam karya
monumental Schultz (1964) tentang
transformasi pertanian tradisional.
Program mengganti metode input
seragam melalui  pengetahuan
dan teknologi presisi ini, bertujuan
untuk menekan biaya marjinal
produksi sekaligus meningkatkan
produk marginal lahan, suatu
tujuan ganda yang sejalan dengan
intensifikasi  berkelanjutan dalam
kondisi keterbatasan sumber daya

Tabel 1. Progress Monitoring Dataset (Sampel)

(resource-constrained sustainable
intensification).

Boardman et al.  (2018)
dalam panduan otoritatif mereka
melakukan analisis biaya-manfaat

untuk program pemerintah.
Ketiadaan evaluasi ekonomi yang
transparan  juga menghambat

reformasi kebijakan berbasis bukti,
khususnya yang berkaitan dengan
alokasi sumber daya antarprovinsi

Tulisan ini mengisi kesenjangan
tersebut  dengan  menerapkan
kerangka Analisis Biaya-Manfaat
Sosial (Social Cost-Benefit Analysis/
SCBA) yang diperkuat dengan
analisis Nilai Sekarang Bersih
(Net Present Value/NPV), Rasio
Manfaat-Biaya (BCR), dan Tingkat
Pengembalian Internal (TPI) pada
data program pertanian presisi.
Penelitian ini mencakup 332 entri

Provinsi Luas Target
Tanam (ha)
(ha)
Sulawesi Selatan ~ 420.00 400.00
Jawa Barat 302.00 300.00
Sumatera Utara 103.00 100.00
Sulawesi Barat 102.65 100.00
Lampung 102.00 100.00
Papua Selatan 100.00 100.00
Banten 65.45 100.00
Sulawesi 64.38 100.00
Tenggara
Jawa Timur 64.00 100.00
Kalimantan 51.00 100.00
Selatan
NTB 36.40 100.00
Bali 36.00 100.00
Kalimantan Barat  34.50 100.00
Jawa Tengah 8.00 100.00
Jambi 8.00 100.00
Sumatera Selatan  4.50 n/a
Gorontalo 3.00 3.00
Nusa Tenggara 2.50 2.50
Timur
Bangka Belitung  2.00 2.00
Papua Barat 2.00 2.00
Sulawesi Utara 2.00 2.00
Kep. Riau 2.00 n/a
Kalimantan 2.00 1.50
Tengah
Papua 2.00 2.00
Sulawesi Tengah  1.50 2.00
Maluku Utara 1.50 2.00
Riau 1.50 3.00
Sumatera Barat 0.50 2.00
Maluku 0.50 2.50
Aceh 0.00 2.00

Sumber: Progress Monitoring Dataset Diolah, 2026
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dan  antarkomponen  program. poktan (kelompok tani) yang tercatat
Capaian Luas Olah Dolomit  Pupuk Pupuk Pupuk Herbisida
(%) Panen  Lahan (ha) Organik  Anorganik  Silika (ha) (ha)
(ha) (ha) (ha) (ha)

105.0% 0.00 412.00 120.00 255.00 301.80 8.00 0.00
100.7%  0.00 302.00 292.00 3.00 190.50 0.00 100.00
103.0% 0.00 103.00 26.00 103.00 3.00 3.00 0.00
102.7%  0.00 102.00 102.00 2.00 17.05 21.47 0.00
102.0% 0.00 102.00 102.00 3.00 73.40 0.00 0.00
100.0%  0.00 100.00 33.00 0.00 43.00 35.00 0.00
65.5% 0.00 77.45 6.50 17.50 10.50 1.50 0.00
64.4% 0.00 100.00 53.18 0.00 0.00 0.00 0.00
64.0% 0.00 112.50 10.50 2.00 12.50 0.00 0.00
51.0% 0.00 105.54 107.54  33.00 15.00 0.00 0.00
36.4% 33.40 38.40 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
36.0% 0.00 98.00 89.00 69.00 24.00 0.00 0.00
34.5% 0.00 34.50 34.50 0.00 21.00 0.00 0.00
8.0% 0.00 11.00 1.00 11.00 0.00 0.00 0.00
8.0% 0.00 8.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00
n/a 0.00 6.00 4.50 0.00 5.00 2.00 0.00
100.0%  0.00 3.00 3.00 3.00 3.00 0.00 0.00
100.0%  0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00
100.0% 0.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 0.00
100.0%  0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 2.00 0.00
100.0%  0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 2.00 0.00
n/a 0.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 0.00
133.3% 0.00 2.00 2.00 2.00 2.00 0.00 0.00
100.0% 2.00 2.00 0.00 2.00 2.00 2.00 0.00
75.0% 0.00 1.50 1.50 1.50 0.00 0.00 0.00
75.0% 0.00 2.00 2.00 2.00 2.00 0.00 0.00
50.0% 0.00 1.50 4.50 0.00 0.00 3.00 0.00
25.0% 0.00 2.00 2.00 1.12 0.00 0.00 0.00
20.0% 0.00 0.50 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00
0.0% 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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di 31 provinsi, meliputi areal tanam
seluas 1.524,88 hektare dengan
berbagai modalitas intervensi,
antara lain pembenahan tanah,
pemupukan, pengendalian hama
dan penyakit, dan infrastruktur
pemantauan iklim.

METODE

Studi ini menggunakan kerangka

SCBA untuk mengevaluasi
efisiensi ekonomi dan dampak
kesejahteraan program pertanian
presisi. SCBA memperluas
analisis biaya-manfaat finansial

konvensional dengan memasukkan
eksternalitas  sosial, mencakup
manfaat non-pasar seperti
ketahanan pangan, keberlanjutan
lingkungan, dan pengentasan
kemiskinan  perdesaan,  yakni
unsur-unsur yang diakui sebagai
hal krusial dalam evaluasi kebijakan
pembangunan pertanian (Zhao
et al, 2026). Metode penelitian
ini dilaksanakan melalui empat
tahap berurutan, yakni kompilasi
dan validasi data, estimasi biaya,
estimasi manfaat, serta perhitungan
indikator ekonomi.

Sumber data yang diolah
yakni berasal dari data Progress
Monitoring Dataset pertanian presisi
(2025-2026) yang dikompilasi
melalui sistem pelaporan lapangan
digital dan pengisian formulir data
Kementerian Pertanian, mencakup
332 entri di 31 provinsi (Tabel 1).

PEMBAHASAN

SKALA PROGRAM DAN
RENTANG GEOGRAFIS

Program Pertanian Presisi

menunjukkan jangkauan (rentang)
geografis yang cukup luas, dengan
data pemantauan lapangan yang
tercatat di 31 dari 38 provinsi di
Indonesia, mencakup 332 entri
kelompok tani. Tabel 1 sebagai
sumber data menyajikan total luas
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ANALISIS EKONOMI DAN INPUT PERTANIAN PADI:

Ry

PRIORITAS AGRONOMIK DAN JEJARING LOGISTIK

1 ) PENGGUNAAN INPUT PUPUK DI INDONESIA
734.75ha)

. sisle2lna

Gambar 1. Analisis Ekonomi dan Input Pertanian Padi

tanam per provinsi untuk sepuluh
provinsi teratas berdasarkan
cakupan. Sulawesi Selatan
menempati posisi tertinggi dengan
luas tanam tercatat sebesar 420,00
ha, diikuti olen Jawa Barat (302,00
ha), Sumatera Utara (103,00 ha),
Sulawesi Barat (102,65 ha), dan
Lampung (102,00 ha).

Distribusi geografis ini secara
umum  sejalan  dengan peta
produksi padi nasional Indonesia,
di mana Jawa dan Sulawesi secara
historis menyumbang porsi terbesar
dari produksi nasional (BPS, 2024).
Namun demikian, kehadiran Papua
Selatan (100,00 ha) dan Kalimantan
Selatan (51,00 ha) mengindikasikan
adanya penargetan program yang
disengaja  terhadap  kawasan
produksi pangan frontier, selaras

dengan strategi food estate
nasional.

Dari segi modal dan dasar
program, sebanyak 279 entri
(83,9%) diklasifikasikan sebagai
demfarm, sementara 47 entri
(14,2%)  merupakan  perakitan
(lokasi uji coba varietas adaptif/
assembly), dan 6 entri lainnya
merepresentasikan  lokasi  yang
bersifat inisiatif komunitas atau

terkait ICARE (pendanaan World
Bank). Distribusi ini menegaskan
pbahwa model demfarm yang
dirancang sebagai simpul
transfer teknologi bagi petani
kecil di sekitarnya. Distribusi
ini  menegaskan bahwa model

i 3 ) MANFAAT EKONOMI PERTANIAN PRESISI (Precision Farming)
H =
i $ PENGHEMATANIBIAYA

= =41,5%
» Manfaat|Ekenomi

) T e 11|q-u|an(|sm)

RUMUS PERHITUNGAN
PENCEGAHAN KERUGIAN
SEBAGAI MANFAAT EKONOMI

demfarm yang dirancang sebagai
simpul transfer teknologi bagi petani
kecil di sekitarnya, sebagaimana
dikemukakan dalam  kerangka
sistem penyuluhan pertanian oleh
(Agarwal et al., 2023), merupakan
mekanisme penyaluran yang
dominan.

EFEKTIVITAS PEMBIAYAAN

Analisis dari enam kategori input
utamamenunjukan perbedaan pada
polalingkup dari prioritas agronomik
dan jejaring logistik sepanjangan
proses produksi (Gambar 1).
Aplikasi pupuk anorganik (734,75
ha) melebihi pupuk organik
(518,62 ha) dalam keseluruhan
area. Hal ini menunjukan masifnya
penggunaan pupuk anorganik di
pertanian padi Indonesia. Pola
yang didokumentasikan oleh Wang
et al. (2026) pada pertanian padi

di Asia menunjukan rendahnya
penggunaan pupuk organik
(34,0%) dikarenakan sulitnya

rantai distribusi pupuk organik dan
ketersediaannya. Sementara itu,
penggunaan pupuk silika memiliki
jumlah 83,97 ha atau 5,5% dari
keseluruhan area tanam pada data,
dengan kesimpulan indikasi adopsi

teknologi pada area demfarm
tertentu.
Bobot rata-rata dari biaya

per hektare untuk penggunaan
pertanian presisi menggunakan
biaya lebih rendah vyaitu Rp3,8
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juta/ha  dibandingkan pertanian
tradisional  yang diperkirakan
memakan biaya sampai Rp. 6,5
jutatha. Hal ini mengindikasikan
bahwa biaya yang dapat dihemat
sekitar 41,5% dengan penerapan
pertanian presisi pada setiap
rincian pembelian  komponen
produksi pertanian dan menjadi
bagian konsisten dari manfaat
ekonomi secara langsung.

Di  samping  penghematan
biaya, = penggunaan  antihama
juga menjadi bagian kebutuhan
input produksi dimana dari data
yang dimuat terdiri dari 113 kali
jumlah kejadian yang terdiri dari
hama tikus sawah 57 kejadian,
penggerek batang 26 kejadian,
wereng coklat 17 kejadian, dan
keong emas 16 kejadian. Kerugian
ekonomi dari tikus sawah itu sendiri
pada pertanian padi di Indonesia
diestimasikan sebesar Rp2,5 — 3,5
triliun pada muatan 5-7% produksi
padi nasional secara nilai.

Indikator Ekonomi: NPV, BCR,
dan IRR

Integrasi dari biaya dan
manfaat mengalir diestimasikan
berdasarkan perhitungan evaluasi
ekonomi pendapatan mengikuti
tiga skenario dari area sebesar
1.524,88 hektare salama lebih dari
5 tahun program berjalan. Biaya
program (Ct) termasuk benih
dan input subsidi (Rp58,2 juta),
investasi infrastruktur stasiun cuaca
dan irigasi (Rp31,7 juta), ekstensi
dan pengawasan (Rp12,4 juta) dan
pengerahan administratif (Rp8,9
juta), jumlah keseluruhan sebesar
Rp111,2 juta dalam nilai terkini
pada r = 10%. Jumlah manfaat
sosial (Bt) termasuk: peningkatan
inkremental padi sejumlah = 0,15
jumlah pendapatan (Rp139,4 juta),
biaya aplikasi input (Rp20,6 juta).
Biaya pencegahan akibat hama
(Rp5,6 juta), irigasi (Rp10,4 juta)
dan stasiun cuaca (Rp41,2 juta),
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dengan total sebesar Rp217,2 juta.
Dengan indikator perhitungan:
NPV (base case) = Rp217.2 juta —
Rp111.2 juta =Rp106.0 juta
BCR (base case) =217.2/111.2 = 1.95
IRR (base case) = diperkirakan 24.3%

Berdasarkan skenario pesimistik
(6= 0.10, r = 12%), BCR menurun
menjadi 1,43, tetap secara
ekonomis memiliki viabilitas.
Sedangkan berdasarkan skenario
optimis (6= 0,25, r = 8%), BCR
meningkat sebesar 3,06, konfirmasi
terhadap asumsi konservatif.

KESIMPULAN

Tulisan ini menerapkan kerangka
social cost-benefit analysis
secara sederhana untuk menilai
kelayakan  ekonomi  sekaligus
tantangan implementasi program
pertanian presisi di Indonesia.
Berdasarkan data pemantauan
lapangan dari 31 provinsi yang
mencakup 1.524,88 hektare
lahan. Hasilnya  menunjukkan
justifikasi ekonomi yang kuat: pada
skenario dasar, NPV mencapai
Rp106 miliar, BCR sebesar 1,95,
dan IRR sebesar 24,3%, jauh
melampaui tingkat diskonto sosial.
Ini menegaskan bahwa pertanian
presisi merupakan investasi publik
yang menguntungkan dalam upaya
modernisasi pertanian. Kombinasi
intervensi  seperti  pengapuran
dolomit (1.003,72 ha), pemupukan
berimbang (organik 518,62 ha dan
anorganik 734,75 ha), pengendalian
hama terpadu, serta infrastruktur
adaptif iklim terbukti menghasilkan
manfaat nyata: peningkatan
produktivitas, efisiensi biaya input,
penghematan air, dan ketahanan
terhadap perubahan iklim.
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